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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah
tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat disusun. Dalam rangka
mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaporkan kinerja dan menyampaikan
kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode
bulan Januari sampai dengan Desember 2021 ini masih terdapat banyak kekurangan,
untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan
pada penyusunan LKIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKIP) Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020. Akhirnya semoga (LKIP)
Tahun anggaran 2020 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya kepemerintahan
yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten.

Rantau, Maret 2021
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1.1. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi
birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan.
Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah
menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah
digunakan selama satu tahun. Hal ini sesuai denga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.
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Gambar 1. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah
berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan



yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan
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Gambar 2. Hubungan Perencanaan dengan Kinerja

yang dibuat sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah yang dijelaskan lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang
tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi TataKerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 31



Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang merupakan unsur wajib penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapin

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum,
air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, air limbah,
drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan danlingkungannya,
jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, air minum, air
limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan
lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;

d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT;

e. Pengelolaan kesekretariatan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tapin terdiri dari :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin,
membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan
program dan kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala
Dinas mempunyai fungsi:

a. menyusun perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber
daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung,
penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan
penataan ruang;

b. menyusun pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air




minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan
bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang
sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman,
bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa
konstruksi dan penataan ruang;

melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;

Pengelolaan kesekretariatan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan
teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, konstruksi,
tata ruang dan prasarana infrastruktur daerah;

menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan
rencana kerja Dinas tahun lalu dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah sebagai pedomankerja;

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang sumber daya air;

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang bina marga;

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang cipta karya,;

mengoordinasikan, membina dan mengawasl pelaksanaan kebijakan
teknis bidang konstruksi;

. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang tata ruang dan prasarana infrastruktur daerah;
mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air,
bina marga, cipta karya, konstruksi, tata ruang dan prasarana
infrastruktur daerah;

mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian
izin/rekomendasi teknis pekerjaan umum dan penataan ruang;
menyelenggarakan pembinaan telmis dan administrasi terhadap UPT;

membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan



r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis
administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga,
perlengkapan, ketatausahan, kearsipan, penggandaan, protokoler, organisasi,
tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan
pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalianevaluasi dan
pelaporan kegiatan Dinas

c. penyusunan program, koordinasi, pengendalian penyusunan anggaran
danpengelolaan keuangan penyusunan . program, koordinasi, pengendalian
pengelolaan asset Dinas

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan administrasi kepegawaian

f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan
organisasi tatalaksana dan hubungan masyarakat

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;

h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

I. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

J. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan aset Dinas;

k. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan

pengelolaan surat-menyurat;



I. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan administrasi kepegawaian;
m. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan
perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas
0. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup
Dinas; dan
p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Sekretariat terdiri atas;
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan
pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta
evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan surat menyurat,
kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas,
kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
(3) Sub Bagian Keuangan
Mempunyai  tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan

keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air
mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan dan operasi serta
pemeliharaan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian perencanaan sumber daya air;

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pelaksanaan;

c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan danpengendalian
operasi dan pemeliharaan;

d. pemantauan dan evaluasi dibidang sumber daya air;



Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
2. Seksi Pelaksanaan.

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga mempunyai tugas

mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan evaluasi,

pembangunan jalan dan jembatan, dan preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Bina

Marga mempunyai fungsi:

a.

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perencanaan evaluasi;
menyusun  program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan;
menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan preservasi jalan dan jembatan menyusun dan pengembangan
standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi
jalan dan jembatan;
menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan preservasi jalan dan jembatan menyusun dan pengembangan
standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi
jalan dan jembatan;
menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan dan menetapkan laik fungsi jalan dan jembatan
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja
bidang bina marga
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

(1) Seksi Perencanaan Evaluasi.

(2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

(3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mengoordinasi, mengatur,

membina dan mengendalikan perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan



penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, dan pelaksanaan

penataan bangunan dan bangunan pennukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Cipta Karya

mempunyai fungsi:

a.

@D

1)
@)

3)

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengaturan
perencanaan dan pengendalian;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air

minum;

. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian pelaksanaan penataan bangunan dan bangunan
permukiman; dan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cipta

karya.

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Cipta Karya terdiri atas:

Seksi Perencanaan dan Pengendalian;

Seksi Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukimandan air
minum

Seksi Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangunan

Permukiman;

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan,

mengatur, membina dan mengendalikan pengaturan dan pembinaan jasa

konstruksi, pemberdayaan dan peralatan, dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jasa

Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi;
penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian

pemberdayaan dan peralatan;

. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian pengawasan jasa konstruksi; dan
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang jasa

konstruksi.



Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :
(1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
(2) Seksi Pemberdayaan dan Peralatan.

(3) Seksi Pengawasan.

Bidang Tata Ruang Dan Prasarana Infrastruktur Daerah

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah mempunyai tugas
mengoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan pengaturan dan
pembinaan, pelaksanaan penataan ruang dan prasarana infrastruktur daerah,
pengawasan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata
Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian
pengaturan dan pembinaan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan
pengendalian pelaksanaan penataan ruang dan prasarana infrastruktur
daerah;

C. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian
pengawasan dan pengendalian; dan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang tata
Ruang danprasarana infrastruktur daerah.

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah terdiri dari :

(1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan;

(2) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Prasarana Infrastruktur

Daerah; dan

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis, diatur sendiri dengan Peraturan Bupati.



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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1.3. DUKUNGAN SUMBER DAYA

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan
tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM
juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya,
Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai
penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kinerja
sumber daya manusia merupakan hasil Kketerkaitan antara usaha,kemampuan dan
persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukan jumlah energi (fisik
atau mental) yang digunakan oleh individu untuk menjalankan suatu tugas. Dukungan
sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapin dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel
|

No. Jenjang Pendidikan Jumlah
1. Strata 2 (S2) 7
2. Sarjana (S1) 30
3. Diploma (DIII) 3
4, SLTA 36
5. SMP )
6. SD 3
85

Sumber : Data DPUPR Kab. Tapin

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan ASN masih didominasi
lulusan SLTA sebanyak 36 ASN, kemudian diikuti lulusan Sarjana (S1) sebanyak 30
ASN, ada 7 ASN yang telah mencapai tingkat pendidikan Strata 2 (S2) namun masih
ada yang tingkat pendidikannya SMP sebanyak 5 ASN dan SD sebanyak 3 ASN.
Jumlah tingkat pendidikan ASN paling sedikit adalah Diploma (D3) sebanyak 3 ASN.
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b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel II.

No. Pangkat/ Golongan Jumlah
1. IVc
2. IV Db 1
3. IV a 3
4, I d 12
S. Il c 8
6. b 13
7. I/a 10
8. 1/d 23
9. Il/c 6
10. /b 1
11. I1/a 8
12. I/d -
13. I/c -
14. I/b -
15. I/a -

85

Sumber : Data DPUPR Kab. Tapin

Dari data diatas jika dilihat dari Pangkat/ Golongan tertinggi adalah Golongan 1V/b
sebanyak 1 orang yang dijabat oleh Kepala Dinas, diikuti Golongan 1V/a sebanyak 3
orang, Golongan I11/d sebanyak 12 orang, Golongan Il1/c sebanyak 8 orang, Golongan
I11/a sebanyak 10 orang. Jumlah pangkat dan golongan terbanyak ASN diisi yang
memiliki Golongan I1/d ini yaitu sebanyak 23 orang, untuk Golongan Il/c sebanyak 6
orang, Golongan Il/b sebanyak 1 orang, Golongan Il/a sebanyak 8 orang. Dan
Golongan | tidak ada.
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c. Jumlah Pejabat Struktural

Jumlah Pejabat Struktural di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang

Kabupaten Tapin sebanyak 25 orang yang terdiri atas :

1.
2.

© © N o o > w

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang Jasa Konstruksi

Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah
Kepala Seksi Perencaaan Bidang Sumber Daya Air

Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air
Kepala Seksi Perencanaan Evaluasi Bidang Bina Marga

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya
Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan
Air Minum Bidang Cipta Karya

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangunan
Pemukiman Bidang Cipta Karya

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Bidang Jasa
Konstruksi

Kepala Seksi Pemberdayaan Peralatan Bidang Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Pengawasan Bidang Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang dan
Prasarana Infrastruktur Daerah

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Prasarana Infrastruktur
Daerah Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Tata Ruang dan

Prasarana Infrastruktur Daerah
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d. Jumlah Pejabat Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang dibagi menjadi kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Di Dinas
pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin memiliki 4 tenaga fungsional
yang terdiri atas Pranatan Komputer Pelaksana Lanjutan sebanyak 3 orang dan Pranata
1.3.1. Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kantor adalah dua hal yang sangat penting untuk
mendukung kelancaran aktivitas kantor guna mencapai tujuan suatu organisasi.
Dimana sarana merupakan fasilitas yang dapat dilihat serta di gunakan oleh karyawan
dalam menyelesaikan tugas kantor. Contohnya; gedung, ruangan kantor, peralatan,
mesin kantor. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang tidak berwujud, namun
menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Untuk itu, guna mencapai tujuan
organisasi, suatu kantor harus dapat menjamin dan menyediakan fasilitas yang
menunjang keberhasilan karyawannya dalam bekerja. Karena jika suatu kantor hanya
mengandalkan tenaga karyawannya saja tanpa di dukung dengan fasilitas yang
memadai, tentu karyawan akan bekerja dengan kurang maksimal dan segala aktivitas
kantor tidak dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, tujuan dari organisasi itu sendiri
tidak tercapai. Dukungan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang ada pada
kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

Tabel 1.3.1

Sarana dan Prasarana
DPUPR Kabupaten Tapin

Tahun 2021
No Aset Jumlah
DPUPR
1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 9r?]>1520
2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen 5 unit
3 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 5 unit
4 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen 1 unit
5 | Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen 1 unit
6 | Kendaraan Dinas Bermotor:
a. Mobil 17 unit
b. Sepeda motor 21 unit
PC Unit/ Komputer PC 22 unit
Laptop 13 unit
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9 | Notebook 4 unit
10 | Printer 32 unit
11 | Meja Kerja Pejabat :
Meja Kerja Pejabat Esellon 11 2
Meja Kerja Staff 55
12 | Meja Rapat Pejabat Lain-lain 3 unit
13 | Kursi Kerja Pejabat 8 unit
Kursi Kerja Pejabat Eselon |1 1
Kursi Kerja Staff 34
14 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 79 unit
15 | Kursi Rapat 160
16 | Meja Rapat 22
15 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 2 unit
16 | Lemari besi/Rak besi/ Rak Kayu/Filling besi 31 unit
17 | Brand Kas 1 unit
18 | Lemari Kaca dan kayu 7 unit
19 | Camera + Attachment 4 unit
20 | Proyektor + Attachment 6 unit
21 | Telephone Hybird 1 unit
22 | Handycam 1 unit
23 | Layar Proyektor 4 unit
24 | Facsimile 1 unit
25 | Televisi 3 unit
26 | Sound system 11 unit
27 | Wireless 1 Unit
28 | Tangga Alumunium 2 unit
No Aset Jumlah
DPUPR
29 | Dispenser 2 unit
30 | Kipas Angin 6 unit
31 | Alat Pendingin lainnya ( standig flor AC) 2 unit
32 | AC
33 | Tabung Gas 1 unit
34 | Kompor Gas 1 unit
35 | Electrik White Board 1 unit
36 | White Board 1 unit
37 | Paper Cutter 1 unit
38 | Lemari ES 1 Unit

15




39 | Papan Pengumuman 8 Unit
40 | AC Central 1 unit
41 | AC Unit 9 unit
42 | Sofa 6 unit
43 | Rak TV 1 unit
44 | GPS 1 unit
45 | Scanner 5 unit
46 | Desk Mic 1 unit
47 | Mesin fhoto Copy 1 unit
48 | Gordein 120 Mtr
49 | Penampung Air 2 unit
50 | Mesin pemotong rumput 2 unit
51 | Stabilizer 5 unit
52 | UPS 5 unit
53 | Mesin Genset 2 unit
54 | Pompa Air 2 unit
55 | Gelas Air Minum 30 unit

Sumber: Buku Inventaris Gabungan DPUPR Kab. Tapin,
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1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tapin adanya potensi dalam pelayanan. Adapun potensi pelayanan
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas.

2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas

3. Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan infrastruktur yang terus
berkelanjutan.

4. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan infrastruktur yang terus
berkelanjutan.

5. Peningkatan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal terkait infrastruktur
yang terus berkelanjutan.

6. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi program pembangunan daerah

1.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat
ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa
datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat:

1. Perlu ditambahnya SDM Tenaga teknik yang berkualitas

Tugas yang diemban aparat tenaga teknis yang umpuni dalam menangani
infrastruktur mampu secara professional melaksanakan tugas pokoknya, dan mampu
berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan upaya proses
pembelajaran yang berkesinambungan. Peningkatan kualitas Sumberdaya aparat
tenaga teknis di instansi pemerintah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan
keahlian dan ketrampilan saja (kognisi, afeksi dan psikomotor), namun pengembangan
juga didasarkan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga kualitas
yang dihasilkan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Untuk itu sebagai apparat
tenaga teknis yang mumpuni dalam infrastruktur, ke depan lebih dituntut untuk
berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam keberhasilan pembangunan berdasarkan
atas kegiatan perencanaan yang dilakukannya. Dalam hal tersebut melihat kondisi
yang ada sekarang di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tapin kurang cukup mempunyai aparat tenaga teknis yang umpuni dalam menangani
infrastruktur sehingga cukup mengganggu kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan RuangKabupaten Tapin dalam memaksimalkan kinerjanya.
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2. Belum adanya SDM Fungsional teknis bidang infrastruktur.

Fungsional teknis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan fisik maupun pengawasan
infrastruktur. Kurangnya tenaga terssebut di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin menyebabkan kurang laju gerak organisasi
perangkat daerah.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari
perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan
informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone
pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas. Beberapa
teknologi informasi yang ada di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapin yaitu aplikasi si Jantan.

4. Perlu adanya SOP opersional pelayanan yang menyangkut infrastruktur secara
lengkap.

SOP atau Standar Operasional Prosedur yang terstandarisasi dan eksplisit adalah
aspek penting dari setiap sistem kualitas yang akan menghadirkan kemampuan untuk
bekerja secara selaras dan sesuai standar yang ada. Standar Operasional Prosedur atau
SOP merupakan proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan
bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. SOP sering
digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan atau praktik operasional
dan untuk mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan di organisasi. Di
kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tapin masih belum
lengkapnya untuk Standar Operasional Prosedur sehingga belum maksimalnya standar
kerja yang diterapkan hal tersebut menyebabkan cukup membuat kebingungan pegawai
dalam melakukan pekerjaannya karena tidak lengkapnya standar baku dalam bekerja.
5. Adanya wabah pandemic Corona Virus Desaise (Cov-19)

Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah
menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit
coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. World Health
Organization (WHO) pun menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020,
dengan adanya pandemic Corona Virus Desaise kinerja pada kantor Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan RuangKabupaten Tapin sangat terganggu sekali dengan tugas dan
fungsinya yang selalu berkoordinasi dengan internal di daerah maupun eksternal

daerah yang lebih sering dilakukan dengan tatap muka harus membiasakan diri dengan
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bertatap muka dengan menggunakan teknologi informasi baik melalui zoom meeting

maupun yang lainnya. Walaupun koordinasi bisa dilakukan dengan teknologi informasi

kan tetapi dirasakan belum optimal.

Berdasarkan pertimbangan serta tantangan atas permasalahan tersebut di atas

maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tapin menetapkan isu

strategis sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat tenaga teknis
infrasstruktur serta memastikan bahwa setiap personil memiliki kapasitas dan
wawasan yang baik untuk menghadapi adanya dinamika regulasi dan aturan yang
terus dinamis dalam proses pembangunan sehingga dapat menjalankan tugas

pokok dan fungsinya dengan baik.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya fungsional tenaga teknis yang
mumpuni dalam penguasaaan infrastruktur serta memastikan bahwa setiap
personil memiliki kapasitas dan wawasan yang baik untuk yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan

infrastruktur.

Menyediakan data dan informasi yang aktual dan handal serta mengoptimalkan
penggunaan teknologi informasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah dengan

selalu memperbaharui setiap waktu jika ada perubahan yang diperlukan.

Membuat SOP sebagai pedoman teknis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga menjadi tolak ukur
dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Meningkatkan monitoring, evaluasi kinerja pelaksanaan pekerjaan infrastruktur
dan mengoptimalkan penggunaan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dalam
proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan pembangunan daerah serta

menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

Melakukan prseduser protokol kesehatan yang ketat baik di dalam maupun di luar
kantor kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin untuk
semua pegawai. Memaksimalkan teknologi informasi untuk koordinasi baik

internal daerah maupun eksternal daerah.

19



1.6.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP

sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya

peningkatan kinerja, maka setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada

instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada

Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruangtahun 2018 — 2019 sebagai berikut:

Tabel 3. Progres Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2019-2020

NO TAHUN NILAI KATEGORI
1 2019 70,5 B
2 2020 71,68 BB

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PUPR Tahun 2021

1.

Pengumpulan data kinerja yang memadai

Melaksanakan pengukuran dan pemantauan
kinerja dengan menggunakan TI

Membuat ukuran  (indikator)  kinerja
individu/staf yang mengacu pada IKU unit
kerja individu/atasannya

Menerapkankan Reward & Punishment atas
hasil pengukuran kinerja

Mereview IKU secara berkala

Menyajikan evaluasi dan analisis
mengaenai capaian Kinerja pada laporan
Kinerja

Menyajikan pada laporan Kinerja
pembandingan data kinerja yang memadai
antara realisasi tahun ini dengan realisasi
tahun sebelumnya

Menyajikan pada laporan kinerja informasi
tentang analisis efisiensi penggunaan
sumber daya

Pengumpulan data tersebut sudah
dilaksanakan dalam bentuk
laporan Monev TW 1, |1, 11l dan
V.

Telah dilaksakan pengukuran dan
pemantauan Kinerja tersebut
kedalam aplikasi etamasa Monev

Telah dilaksanakan ukuran
(indikator) kinerja tersebut dalam
bentuk Perjanjian Kinerja masing
— masing pejabat eselon.

Sedang proses difollow up
diinternal Dinas

Telah dilaksanakan secara periodik
dalam bentuk laporan Monev IKU
TW 1, 11, Il dan IV.

Telah dilakukan kedalam Laporan
Kinerja instansi Pemerintah SKPD
tahun yang berkenan.

Telah dilakukan kedalam Laporan
Kinerja instansi Pemerintah SKPD
tahun yang berkenan.

Telah dilakukan dituangkan
kedalam Laporan Kinerja instansi
Pemerintah SKPD

tahun yang berkenan.
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9. | Melaksanakan pemantuan mengenai Telah dilakukan dituangkan
kemajuan pencapaian Kinerja beserta kedalam Laporan Kinerja instansi
hambatannya. Pemerintah SKPD

tahun yang berkenan.

10. | Evaluasi atas rencana Aksi agar dapat Telah dilakukan dituangkan
dimaksimalkan sehingga ada perbaikan kedalam Laporan Kinerja instansi
pada tiap periode. Pemerintah SKPD tahun yang

berkenan.

11. | Melaksanakan Evaluasi Program dalam Telah dilakukan dituangkan
rangka menilai keberhasilan program. kedalam Laporan Kinerja instansi

Pemerintah SKPD
tahun yang berkenan.

12. | Menindaklnjuti hasil evaluasi rencana Aksi | Telah dilaksanakan secara periodik
dalam bentuk Langkah nyata dalam bentuk laporan Monev
Kinerja TW 1, I, Il dan IV.
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah merupakan rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau dengan kata
lain visi adalah kondisi ideal tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan
dimasa depan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Tapin tahun 2018-
2023 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun
2019 yaitu “Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis”. maka
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sebagai salah satu
organisasi perangkat daerah unsur penunjang urusan pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang akan berperan mendukung dalam pencapaian misi ke- 2 (Dua) dan ke- 3 (Tiga)
pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 yaitu “MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS BERBASIS AGROBISNIS
DAN PARIWISATA YANG DIMULAI DARI DESA” Dan MEMANTAPKAN
PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN SECARA
BERKELANJUTAN .

Untuk mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan sasaran sebagai
berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun,
sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi
perangkat daerah, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dalam
tabel berikut:

Tabel 4. Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 2018-2023

No Tujuan Indikator Tujuan
1 Meningkatkan pelayanan sekretariat Rata-rata capaian kinerja kegiatan
sekretariat
Meningkatnya Pemberdayaan Mewujudkan Sarana Dan Prasarana
2 Masyarakat Desa Dasar Permukiman Yang Berkondisi Baik
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Persentase pembangunan infrastruktur
Jalan Lingkungan (%)

Persentase Jalan Kabupaten dalam
kondisi baik (%)

Persentase jembatan Kabupaten dalam
kondisi baik (%)

Persentase Penduduk yang
Mendapatkan Akses Air Bersih (%)

Persentase Penduduk yang
Mendapatkan Pengelolaan Air Limbah
(%)

Menlngkatkan kualitas Persentase sawah yang terlayani
infrastruktur Jaringan Irigasi (%)

Persentase jaringan rawa dalam kondisi
baik (%)

Persentase Panjang Tebing Sungai
Bebas Rawan Bencana (%)

Persentase Kuantitas Bangunan Gedung
negara dalam kondisi baik (%)

Persentase jasa konstruksi yang
memenuhi standard (%)

4. Meningkatkan kualitas lingkungan Persentase bangunan dan lahan yang
hidup sesuai dengan dengan RTRW (%)

2. Sasaran
Sasaran merupakan merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang telah
ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

No Sasaran Indikator Sasaran

1 | Meningkatnya penyediaan
administrasi  perkantoran, sarana
prasarana aparatur dan laporan
kinerja/keuangan dokumen
perencanaan perangkat daerah

2 | Mewujudkan Sarana Dan Prasarana | Persentase pembangunan draenase
Dasar Permukiman Yang Berkondisi | lingkungan (%)

Rata-rata capaian kinerja kegiatan
sekretariat

Baik Persentase pembangunan draenase
lingkungan (%)
3 | Meningkatnya kualitas Jalan dan Persentase Jalan Kabupaten dalam
jembatan Kabupaten kondisi baik (%)

Persentase jembatan Kabupaten
dalam kondisi baik (%)

4 | Meningkatnya Pelayanan Jaringan Persentase Penduduk yang
Pengelolaan Air Minum dan Air Mendapatkan Akses Air Bersih (%)

Limbah Persentase Penduduk yang
Mendapatkan Pengelolaan Air
Limbah (%)

5 | Meningkatkan jaringan irigasi dan Persentase sawah yang terlayani
bangunan air Jaringan Irigasi (%)
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6 | Meningkatknya jaringan rawa dalam | Persentase jaringan rawa dalam
kondisi baik/sedang kondisi baik (%)

7 | Meningkatnya Ketahanan Tebing Persentase Panjang Tebing Sungai
Terhadap Resiko Gerusan Air Bebas Rawan Bencana (%)

8 | Meningkatnya Kuantitas Bangunan | Persentase Kuantitas Bangunan
Gedung negara dalam kondisi baik | Gedung negara dalam kondisi baik

(%)

9 | Meningkatkan kualitas jasa Persentase jasa konstruksi yang
konstruksi memenuhi standard (%)

10 | Meningkatkan pemanfaatan tata Persentase bangunan dan lahan yang
ruang sesuai dengan dengan RTRW (%)

3. Stategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara
perangkat daerah untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas

dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Strategi dan arah kebijakan selanjutnya

menjadi dasar dalam perumusan kegiatan bagi setiap program yang ingin dicapai.

No Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana perkantoran

1 Pemenuhan kebutuhan administrasi, gﬂ:hna:;]gﬁ:gi(:g:&?sgxi?}?;?g;naan

* | sarana prasarana perkantoran
perkantoran
Meningkatkan efektivitas
pengelolaan barang milik daerah

2. | Peningkatan kualitas pelaporan Meningkatkan ketepatan waktu

Kinerja dan keuangan pelaporan kinerja dan keuangan
Pemenuhan kebutuhan prasarana, Me(rjungkatkan drainase lingkungan
3. | sarana dan Dasar lingkungan perdesaan - -
Meningkatkan infrastruktur jalan
perdesaan X
lingkungan/perdesaan
4 | Pemenuhan kebutuhan prasarana, Meningkatnya arus barang dan jasa
sarana dan utilitas terhadap penggunaan jalan dan
umum jalan dan jembatan jembatan untuk menungjang
pertumbuhan ekonomi dari desa,
kecamatan ke pusat kota
. . 1. Meningkatnya Jumlah Pelayanan
Pen)_/edlaar_] Iayana_ln ke_butuhan air Akses Air Minum
5 | bersih, sanitasi, Air Minum dan Air .
LLimbah 2. Meningkatnya Jumlah Pelayanan
Akses Sanitasi
6 | Pemenuhan kebutuhan prasarana, Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan utilitas infrastruktur irigasi dan bangunan air
umum Jaringan Irigasi Bangunan serta menggerakkan peran serta
Air kelompok petani pemakai air
7 | Pemenuhan kebutuhan prasarana, Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan utilitas infrastruktur irigasi rawa serta
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umum Jaringan Rawa menggerakkan peran serta kelompok
petani pemakai air
8 | Pemenuhan kebutuhan prasarana, Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan utilitas infrastruktur penanganan longsor
umum Ketahanan Tebing tebing sungai
9 | Pemenuhan kebutuhan prasarana, Meningkatnya kuantitas Bangunan
sarana dan utilitas Gedung Pemerintahan
umum Bangunan Gedung
Pemerintah
1. Meningkatkan pengawasan
terhadap pelaku usaha jasa
konstruksi
Penyediaan layanan Jasa konstruksi 2 Menlngkatkan regulasi stanaar
10 : operasional prosedur penyewaan
yang sesuai standard
alat berat
3. Meningkatkan regulasi standar
operasional prosedur penyewaan
alat berat
11 | Penyediaan layanan Rekomendasi Mengendalikan kebutuhan
dan kepatuhan pemanfaatan tata pembangunan (memperhatikan
ruang perkembangan lingkungan strategis,
dinamika pembangunan serta
pelaksanaan pemanfaatan ruang)
dengan kesesuian RTRW (peta
Rencana struktur dan pola ruang)

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kierja
instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas ke
dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
dan  Reformasi  Birokrasi ~ Nomor

Pendayagunaan  Aparatur

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

Negara
di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator, cara perhitungan

indikator, dan penjelasan makna indikator sebagaimana dijelaskan berikut ini:
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Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Form Perhitungan

Penjelasan

4

Meningkatnya
infrastruktur transportasi
(jalan/jembatan) yang
mantap

Persentase Jalan dalam
kondisi Mantap

> Panjang Jalan dalam kondisi Mantap
X100 %

> Panjang Jalan Kabupaten

Makna Indikator : Jalan Kabupaten
dalam kondisi baik dan sedang
bermakna bisa dilalui kendaraan roda
empat dan dua dengan aman dan
nyaman Dengan indikator tersebut
kita dapat mengukur tingkat
pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat dengan meningkatkan
ketersediaan dan kondisi infrastruktur
wilayah (berupa jalan ) yang secara
kuantitas dan kualitas

Persentase Jembatan dalam
kondisi Mantap

> Jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap

X100 %
Y jembatan Kabupaten

Makna Indikator : Jembatan dalam ruas
Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan
sedang bermakna bisa dilalui kendaraan
roda empat dan dua dengan aman dan
nyaman Dengan indikator tersebut kita
dapat mengukur tingkat pelayanan
pemerintah daerah kepada masyarakat
dengan meningkatkan ketersediaan
infrastruktur  berupa jembatan secara
berkualitas

Persentase Jumlah
Kecamatan yang Terkoneksi
Jalan Mantap

> Kecamatan yang terkoneksi jalan dalam kondisi mantap
X100 %

> kecamatan di Kabupaten Tapin
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Makna Indikator Total panjang
infrastruktur jaringan lrigasi primer dan
Meningkatnya > pgnjang _iEfragtrukﬁur jgrlng?n Irigasi sekunder dan tersier dalam sekunder Daerah |rigasi kewenangan
infrastruktur Persentase infrastruktur reondisy Balk pada tahun berjatan X100% || by sesual Permen PUPR oo
g:;naagifraatan sumber irigasi dalam kondisi baik Y total paqj%r}gkinfrastruktugakr)ingatn Irigasi sekunder dan tersier provinsi. Ini menunjukkan kondisi
yang menjadi kewenangan Kabupaten infrastruktur  jaringan  Irigasi  yang
dikelola untuk mendukung program
ketahanan pangan nasional.
Makna Indikator : Persentase panjang
Meningkatnya Persentase infrastruktur Y Panjang tebing sungai dalam kondisi baik tahun berjalan tebing sungai sebagai pengendali
Infrastruktur penahan penahan Daya Rusak Air X100 % daya rusak air yang dikelola
Daya Rusak Air yang berfungsi baik 2. Total panjang sungai di Kab.Tapin
Prosentase Sambungan 2. Sarana Air Minum (SR) yang terbangun tahun ke n Makna indikator: Mendorong /
Rumah Tangga (SR) yang %100 9% Memfasilitasi Capaian Pelayanan Air
- H (1] -
Meningkatnya :\n/lgndapatkan Pelayanan Alr Y target Sarana Air Minum (SR) yang terbangun selama 5 tahun Minum Kab/ Kota
infrastruktur dasar (air Inum
minum dan air limbah)
yang dapat diakses oleh | oo oiace Kepala Keluarga | 2 Sarana Air Limbah (KK) yang terbangun tahun ke n Makna indikator: Mendorong /
masyarakat (KK) yang mendapatkan X100 % Memfasilitasi Cei aian Pelayanan Air
yang - P > target Sarana Air Limbah (KK) yang terbangun selama 5 tahun . P y
Pelayanan Air Limbah Limbah Kab/ Kota
Makna indikator: Mendorong /
) bangunan yang terbangun thn ke n ilitaci i
Meningkatnya Sarana Persentase Bangunan sarana | 2 Pang yang Y 100 % Memfasilitasi Capaian Pelayanan

dan prasarana publik dan
aparatur sesuai standar

dan prasarana publik yang
berfungsi

> target Bangunan yang terbangun selama 5 tahun

sarana dan prasarana publik dalam
kondisi baik
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Persentase Bangunan sarana

> bangunan yang terbangun thn ke n

Makna Indikator : Mendorong dan
memfasilitasi SOPD/Pelayanan

dan prasarana aparatur X100 % || Publik penyiapan perencanaan dan
(bangunan gedung) yang 2. target Bangunan yang terbangun selama 5 tahun pembangunan parasarana dan sarana
berfungsi publik dan aparatur perkantoran
Makna Indikator : meningkatkan
Meningkatnya Persentase Luasan wilayah _ pelayanan rekomendasi permohonan
pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata 2. Jumlah luasan yang sesuai tata ruang 1009 | | Pemnfaatan ruang yang sesuai peta
)r/l?;lr?gsesual dengantata | ruang 5" jumlah luasan Kabupaten Tapin rencana struktur dan pola ruang
Makna Indikator : meningkatkan
Persentasi Jasa Konstruksi 3" Jumlah Jasa Konstruksi yang bersertifikat jumlah SDM Jasa Konstruksi yang
yang bersertifikat X100 % bersertifikat pada tahun berjalan

Meningkatnya kualitas
Jasa Konstruksi

> jumlah Jasa Konstruksi

Persentasi Jasa Konstruksi
yang menyelesaikan
pekerjaan tepat waktu

> Jumlah Jasa Konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu

X100 %
> jumlah Jasa Konstruksi yang bekerja pada tahun berjalan

Makna Indikator : meningkatkan
pekerjaan Jasa Konstruksi yang
selesai tepat waktu
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2.3. PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan Kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dalam rangka
pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perubahan Anggaran Tahun 2021 sebagai
berikut :
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Tabel 6
Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN TA(IE /S)ET REA(IJ/(I))SASI
€)) ) 3) (4) ()
1. Persentase Jalan dalam kondisi Mantap c o,
Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang | 2. Persentase ~ Jembatan dalam kondisi
1 Manta 5 -1,0
mantap p
3. Persentase Jumlah Kecamatan yang
Terkoneksi Jalan Mantap 25 25
2 |Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi
baik 55 16,64
3 |Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air Persentase infrastruktur penahan Daya Rusak
Air yang berfungsi baik 50 16,64
1. Presentase Sambungan Rumah Tangga
) ) o o (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air 25,69 29,64
4 Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) Minum
yang dapat diakses oleh masyarakat 2. Presentase Kepala Keluarga (KK) yang
mendapatkan Pelayanan Air Limbah 8,77 9,29
1. Persentase bangunan sarana dan prasarana o 100
5 Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur publik yang berfungsi
sesuai standar 2. Persentase sarana dan prasarana aparatur
(bangunan gedung) yang berfungsi 42,23 87,55
1. Persentase Luasan wilayah yang sesuai
6 | Meningkatnya pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang dengan tata ruang 70 70
Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi 1. Presentasi  Jasa  Konstruksi  yang
7 Jratny bersertifikat 100 100
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NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET
(%)

REALISAS]
(%)

2. Presentasi Jasa Konstruksi menyelesaikan
pekerjaan konstruksi tepat waktu

100

98,67
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin tidak
terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan.
Perencanaan yang sudah tetapkan kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada berakhirnya masa tahun anggaran,
perencanaan dan perjanjian Kinerja ini harus diukur dan dilaporkan kepada publik.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tapin terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran
yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus
realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target pada RPJMD, persentase capaian
versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil
pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat
makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat Kkinerja perlu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin
baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk

kinerjanya, maka digunakan rumus :

. Realisasi
Persentase Pencapaian = —— x100%
Target

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti
semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik

kinerjanya,maka digunakan rumus :

. Target — (Realisasi — Target)
Persentase Pencapaian = x100%
Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
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1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan, dengan memperhitungkan indicator masukan (inputs), keluaran
(outputs), dan hasil (outcomes)
2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan
mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran
dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah

pengukuran pencapaian sasaran
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian Kkinerja
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mendukung visi dan misi kepala daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin tahun 2020 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
tahun 2020 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan
pencapaian Kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi
menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS)
2 Lebih dari 75% s.d 100% Baik (B)

3 55% s.d 75% Cukup (C)
4 Kurang dari 55 % Kurang (K)

Berdasarkan hasi evaluasi kinerja dilakukan analiss pencapaian kinerja yang
dapat memberikan memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-
sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini
menunjukkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target
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sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja Tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang perlu ditetapkan oleh instansi
pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dalam
upaya untuk meningkatkan akuntabilitas melakukan review terhadap Indikator
Kinerja Utama, review capaian Kinerja, serta permasalahan dan isu-isu strategis
yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Penjabaran analisis
capaian kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
Tahun 2020 untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam rangka untuk mengukur
keberhasilan dari suatu sasaran strategis. Dalam meningkatkan kinerja serta
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang terdiri
atas Sasaran Strategis sebanyak 8 (delapan), dan Indikator Kinerja Utama sebanyak
13 (tiga belas). Dari hasil perhitungan dan analisis didapatkan rata-rata Capaian
IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin pada Tahun
2021 adalah 90%. Adapun capaian atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin pada tahun 2021 ditunjukkan pada
tabel berikut.

Tabel 7. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021

Target Capaian
Tahun 2021 | Tahun 2021

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya Persentase Jalan dalam

. . . ) .
infrastruktur transportasi kondisi Mantap 5% 18,2 %
(jalan/jembatan) yang
mantap dan Ruas Jalan Persentase Jembatan

1. | Kabupaten yang dalam kondisi Mantap

terkonektivitas

5% -20%

Persentase infrastruktur

0, 0,
irigasi dalam kondisi baik 55 % 100%
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Meningkatnya
infrastruktur Persentase infrastruktur
0 0,
pemanfaatan sumber irigasi dalam kondisi baik 55 % 2
daya air
Meningkatnya Persentase infrastruktur
Infrastruktur penahan penahan Daya Rusak Air 50 % 33,28 %
Daya Rusak Air yang berfungsi baik
Prosentase Sambungan
] Rumah Tangga (SR) yang
Meningkatnya 25,69 % 115, 38 %
) ] mendapatkan Pelayanan
infrastruktur dasar (air o
) o Air Minum
minum dan air limbah)
. Prosentase Kepala
yang dapat diakses oleh
Keluarga (KK) yang
masyarakat 8,77 % 105, 88 %
mendapatkan Pelayanan
Air Limbah
Persentase Bangunan
sarana dan prasarana publik 95 % 90,67 %
Meningkatnya Sarana yang berfungsi
dan prasarana publik dan | Persentase Bangunan
aparatur sesuai standar sarana dan prasarana
42,23 % 207,32 %
aparatur (bangunan
gedung) yang berfungsi
Meningkatnya )
) Persentase Luasan wilayah
pemanfaatan wilayah )
. yang sesuai dengan tata 70 % 100 %
yang sesuai dengan tata
ruang
ruang
Persentase Jasa Konstruksi
0, 0,
) . yang bersertifikat 90 % 65,89 %
Meningkatnya kualitas .
. Persentase Jasa Konstruksi
Jasa Konstruksi )
yang menyelesaikan 90 % 111,11%
pekerjaan tepat waktu
RATA-RATA 79,82 %

Berdasarkan hasil rerata capaian pada tabel diatas, maka masih diperlukan
kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tapin untuk memastikan dan menjaga kualitas dokumen
perencanaan seperti yang diharapkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
dalam dokumen perencanaan, diantaranya yaitu Tujuan dan sasaran telah
berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik

dan terukur. Dalam bagian selanjutnya akan dijelaskan pencapaian indikator kinerja
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utama dalam setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tapin.

Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja utama dengan

target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 8. Capaian atas Sasaran Strategis 1 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021

No. Sasaran Ind'k‘?}gmlgne”a Target Realisasi Capaian
Persentase Jalan
Meningkatnya dalam kondisi 5% -0,9% -18,2 %
infrastruktur Mantap
transportasi Persentase
1 | Galan/jembatan) | jembatan dalam 5% -1,0% -20 %
yang mantap dan | kondisi Mantap
Eggﬁl ;212?] Vi Persentase Jumlah
) Kecamatan yang
terkonektivitas | Terkoneksi Jalan 25% 25% 100%
Mantap

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator kinerja utama dengan

target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 9. Capaian atas Sasaran Strategis 2 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021

No. Sasaran Indlk?}g ml:nerja Target Realisasi | Capaian
!Vleningkatnya Persentase

1, ”;frf:;;‘;';::; infrastruktur irigasi | 55% | 16,64% | 30,25%
P . dalam kondisi baik
sumber daya air

Pencapaian sasaran strategis 3 diukur melalui indikator kinerja utama dengan

target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.



Tabel 10. Capaian atas Sasaran Strategis 3 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021
Indikator Kinerja L .
No. Sasaran Utama Target Realisasi Capaian
. Persentase
m:rr;lsr;gt( I?ttS E/ a infrastruktur
1. penahan Daya 50 % 16,64 % 33,23 %
DETEINE (D Rusak Air yang
Rusak Air S0
berfungsi baik

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur melalui indikator kinerja utama dengan

target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 11. Capaian atas Sasaran Strategis 4 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021

No. Sasaran Indlki}or NI Target Realisasi | Capaian
tama
Prosentase
Sambungan Rumah
Meningkatnya | (2992 SR)yang | 556900 | 296406 | 11538 %
infrastruktur dasar LS LT
L . | Pelayanan Air
(air minum dan air :
1. | Minum
o=t BEITE Prosentase Kepala
dapat diakses oleh Keluarga (KK?
(EDEIEEE yang mendapatkan | 8,77% | 929% | 105,88 %
Pelayanan Air
Limbah

Pencapaian sasaran strategis 5 diukur melalui indikator kinerja utama dengan

target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.



Tabel 12. Capaian atas Sasaran Strategis 5 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021
No. Sasaran IndlkeS;); ml;lnerja Target Realisasi | Capaian
Persentase
Bangunan sarana
dan prasarana 95 % 100 % 105,26 %
Meningkatnya publik yang
Sarana dan berfungsi
1. | prasarana publik Persentase
dan aparatur Bangunan sarana
sesuai standar dan prasarana 2833% | 87.55% | 207.32 %
aparatur (bangunan
gedung) yang
berfungsi

target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Pencapaian sasaran strategis 6 diukur melalui indikator kinerja utama dengan

Tabel 13. Capaian atas Sasaran Strategis 6 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021

Indikator Kinerja

sesuai dengan tata
ruang

ruang

No. Sasaran Utama Target Realisasi | Capaian
mm;ﬂ?:;?ga Persentase Luasan
- wilayah yang 0 0
L | WLEEN GG sesuai dengan tata v 70 % O

target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Pencapaian sasaran strategis 7 diukur melalui indikator kinerja utama dengan

Tabel 14. Capaian atas Sasaran Strategis 7 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020

Indikator Kinerja

pekerjaan tepat
waktu

No. Sasaran Utama Target Realisasi Capaian
Prosentasi Jasa
Konstruksi yang 100 % 100 % 100 %
. bersertifikat
Meningkatnya Prosentasi Jasa
1. | kualitas Jasa .

Konstruksi Konstruks[ yang

menyelesaikan 100 % 98,67 % 98,67 %




Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (self assessment)
terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021, maka dapat dianalisis pencapaian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin pada Tahun 2021
dikategorikan kedalam kategori pencapaian > 100% atau “Baik Sekali” dan 75%-
100% atau “Baik” . Hasil capaian pengukuran terhadap 7 (tuju) Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2021 ditunjukkan pada
tabel berikut:
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Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021

Daerah Irigasi
yang Luasnya
dibawah 1000

No Sasaran Indikator Target | Kinerja Tahun Program Kegiatan/Subkegiatan Anggaran
Strateegis Kinerja Utama | Tahun | Anggaran 2021 (Rp)
2021 | Capaian | (%)
Persentase Jalan 5 04 1182% | 100 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi
dalam kondisi ’ a. | Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 2.700.000.000
Mantap Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
b. | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 29.714.385.858
c. | Survey Kondisi Jalan/Jembatan 941.660.900
d. | Pembangunan Jalan 65.921.050.096
1 Meningkatnya Persentase o 50,9 i Penyelenggara
" | infrastruktur Jembatan dalam S I an Jalan e. | Pelebaran Jalan Menuju Standar 1.800.000.000
transportasi kondisi Mantap Kabupaten/Ko
(jalan/jembatan) ta f. | Rekonstruksi Jalan 44.834.021.000
yang mantap g. | Rehabilitasi Jalan 26.180.000.000
h. | Pemeliharaan Rutin Jalan 1.933.417.600
i. | Pembangunan Jembatan 15.200.000.000
Persentase Jumlah
_'ﬁecamata”. Yang 1 o590 | 25% | 100 j. | Penggantian Jembatan 7.025.446.000
erkoneksi Jalan
Mantap
K. | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 2.750.000.000
Pengembanga | a. | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 12.401.696.125
n dan b. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 6.667.500.000
Meningkatnya Persentase P_engelolgan .
infrastruktur infrastruktur S|§tem lilgfe,
2 pemanfaatan irigasi dalam 5% | 3025% | 100 | Primer dan . . . .
sumber daya air | kondisi baik Sekunder pada | ¢. | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 4.010.314.477
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No Sasaran Indikator Target | Kinerja Tahun Program Kegiatan/Subkegiatan Anggaran
Strateegis Kinerja Utama | Tahun | Anggaran 2021 (Rp)
2021 | Capaian | (%)
Ha dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Ko
fa
Pengelolaan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 3.118.708.000
SDA dan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 16.785.286.300
Bangunan
Meningkatnya I_Dersentase Pengqman
Infrastruktur infrastruktur Pa_ntal pada
3. penahan Daya penahan Daya 50 % 33,28 100 | Wilayah
Rusak Air Rusak Air yang Sungai (WS) Normalisasi/Restorasi Sungai 8.172.122.000
berfungsi baik dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Ko
fa
Prosentase Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ 95.000.000
Sambungan Pengelolaan Perluasan/Perbaikan SPAM DR
Rumah Tangga dan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
(SR) yang Pengembanga Perdesaan 1.950.000.000
Meningkatnya mendapatkan n Sistem Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan 1.143.226.375
infrastruktur Pelayanan Air Penyediaan Perdesaan oeet
dasar (air minum | Minum 11518 Air Minum
4. | dan air limbah) 25,69 % 0/’ 100 | (SPAM) di
yang dapat 0 Daerah
g::l;;:?aoklaeth gabupaten/Ko Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan 7 631.999 625

Perkotaan
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No Sasaran Indikator Target | Kinerja Tahun Program Kegiatan/Subkegiatan Anggaran
Strateegis Kinerja Utama | Tahun | Anggaran 2021 (Rp)
2021 | Capaian | (%)
Prosentase Kepala Program gggrl?]apna%unan/Penyedlaan R 4.334.771.000
K:r!uarga WY 105.88 ggggelolaan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi
?/nengda atkan 8,77 % % 100 endembanaa /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah 65.000.000
Pela aﬁan Air ﬁ sigtem airg Domestik Terpusat Skala Permukiman
Limgah limbah Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air 1.060.000.000
Limbah Terpusat Skala Permukiman T
Program Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem
EZ?;B;?? sarana Pengelolaan Drainase Lingkungan 60.000.000
dan prasarana 95 %% 105,26 % | 100 F?::gembanga Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 704.425.000
publik yang N Sistern Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 60.000.000
berfungsi Siliegs Sistem Drainase Lingkungan T
Meningkatnya Pro
gram Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan
5 Sarana dan blik | p Penataan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Lo L
: grasarana ?u ' Bersentase Bangunan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan 2 682.419.550
an a}pa;ragr q angunan sarana Gedung Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota e
sestial standar aagrgtrafarana 4223% | 20732% | 100 | p Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis
paratu e e rogram Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di 355.000.000
(b?jngur;an Penataan Kabupaten/Kota
gedung) yang Bangunan Dan o :
berfungsi Lingkunganny ﬁ?ﬁgxlnsé:nenataan/Pemel|haraan Bangunan dan 200.000.000
a Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.975.000.000
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi 26.692.000
Meninakatnva Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota U
emelln?aatany Persentase Luasan Program Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi 47 415.000
6 \F/)vila ah van wilayah yang 20 % 100 % 100 | penyelenggara Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota T
' sesuZi de); agn sesuai dengan tata % | an penataan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR 844.313.100
tata ruang 9 ruang ruang Kabupaten/Kota T
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk 514.757 500

Investasi dan Pembangunan Daerah
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No Sasaran Indikator Target | Kinerja Tahun Program Kegiatan/Subkegiatan Anggaran
Strateegis Kinerja Utama | Tahun | Anggaran 2021 (Rp)
2021 | Capaian | (%)
Sistem Informasi Penataan Ruang 49.132.000
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 142.089.800
7. | Meningkatnya Prosentasi Jasa Program Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 92.340.500
kualitas Jasa Konstruksi yang 100 % 100 % 100 | Pengembanga
Konstruksi bersertifikat n Jasa
Prosentasi Jasa 100% | 98,67 % | 100 | Konstruksi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa 117.621.400

Konstruksi yang
menyelesaikan
pekerjaan tepat
waktu

Konstruksi
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijabarkan deskripsi pencapaian progam
dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun
2021 sebagai berikut:

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya
infrastruktur  transportasi  (jalan/jembatan) yang mantap tersebut diatas
sebagaimana berikut:

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan 11 (sebelas) Subkegiatan dengan total
pagu sebesar Rp. 198.999.981.454 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2021
adalah sebesar Rp. 136.360.620.854 atau 68,52 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan

belanja barang/jasa dengan subkegiatan-subkegiatan sebagai berikut:

NO Subkegiatan penyelenggaraan jalan Rp REALISASI
kabupaten/kota ANGGARAN
1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi
Pengembangan Jar_lngan Jalan Serta Rp 2 700.000.000
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
2 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Rp 29.714.385.858
Penyelenggaraan Jalan
3 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rp 941.660.900
4 | Pembangunan Jalan Rp 65.921.050.096
5 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Rp 1.800.000.000
6 Rekonstruksi Jalan Rp 44.834.021.000
7 Rehabilitasi Jalan Rp 26.180.000.000
8 Pemeliharaan Rutin Jalan Rp 1.933.417.600
9 Pembangunan Jembatan Rp 15.200.000.000
10 | Penggantian Jembatan Rp 7.025.446.000
11 | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Rp 2.750.000.000
Jalan/Jembatan
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Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “Meningkatnya
infrastruktur pemanfaatan sumber daya air “ dan Sasaran “Meningkatnya

Infrastruktur penahan Daya Rusak Air” tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program Sumber Daya Air (SDA)

Program Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah
Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu sebesar
Rp. 28.076.116.300 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2021 adalah sebesar
Rp. 24.457.364.457 atau 87,11 % dari anggaran dan Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan
total pagu sebesar Rp. 23.079.510.602 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun
2021 adalah sebesar Rp. 22.383.945.459 atau 96,99 % dari anggaran

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan

belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO Subkegiatan Rp AI?I\IIE GA Iéfg‘ ASJI\I

1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rp 12.401.696.125

2 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp 6.667.500.000

3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp 4.010.314.477
Permukaan

4 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Rp 3.118.708.000
Banjir

5 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Rp 16.785.286.300

6 | Normalisasi/Restorasi Sungai Rp 8.172.122.000

Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “Meningkatnya
infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh

masyarakat « tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan
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total pagu sebesar Rp. 10.820.226.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun
2021 adalah sebesar Rp. 10.553.752.137 atau 97,54 % dari anggaran.
Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan

belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO Subkegiatan Rp Eﬁéé‘fﬁ‘:’l\l

1 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rp 95.000.000
Perluasan/Perbaikan SPAM

2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Rp 1.950.000.000
Kawasan Perdesaan

3 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Rp 1.143.226.375
Kawasan Perdesaan

4 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Rp 7.631.999.625
Kawasan Perkotaan

Program
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh
1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu sebesar
Rp. 5.421.886.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2021 adalah sebesar
Rp. 5.403.705.000 atau 99,66 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan

belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO Subkegiatan Rp EI\IIEGAICELSQAS\II\I
1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Rp
Pengolahan Setempat 4.334.771.000
2 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi Rp 64.878.000

/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Rp 1.004.227.000
Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “Meningkatnya
Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar” tersebut diatas
sebagaimana berikut:
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Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan total pagu sebesar Rp. 239.121.461.372
dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.
193.685.346.387,18 atau 81 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan

belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO Subkegiatan Rp AI?I\IIE GA IéLSF'? :,I\I
1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Rp
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 236.439.041.822
Kabupaten/Kota
2 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Rp 2.682.419.550
Bangunan Gedung Negara Daerah
Kabupaten/Kota

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya didukung oleh 1 (satu)
kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu sebesar Rp.
2.530.000.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.
2.447.679.000 atau 96,75 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan

belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO Subkegiatan Rp Eﬁélé,lo\spf\ps\[l\]
1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rp
Teknis Sistem Penataan Bangunan dan 355.000.000
Lingkungan di Kabupaten/Kota
2 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan | Rp 200.000.000
Lingkungan
3 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Rp 1.975.000.000
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Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Penataan Bangunan Gedung didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu
sebesar Rp. 824.425.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2021 adalah
sebesar Rp. 822.004.000 atau 99,71 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan

belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO Subkegiatan Rp AFj\Ilz é IG‘L\S? AS\II\I
1 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rp
Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan 60.000.000
2 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Rp 702.434.000
3 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Rp 59.895.000
Teknis Sistem Drainase Lingkungan

Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “Meningkatnya
pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang” tersebut diatas

sebagaimana berikut:

\ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
dengan total pagu sebesar Rp. 1.612.999.400 dengan Realisasi kinerja keuangan
Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.602.288.917 atau 98,82 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan

belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
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NO KEGIATAN Rp EI\IIEQI(E,IA\SI;QA\AS\II\I

1 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Rp 26.378.000
Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan

Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
2 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Rp 47.316.517
Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan
Penetapan RRTR Kabupaten/Kota

3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rp 834.029.600
RRTR Kabupaten/Kota

4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan | Rp 508.778.600
Ruang untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah

5 | Sistem Informasi Penataan Ruang Rp 48.005.800

6 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rp 137.780.400

Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “Meningkatnya
kualitas Jasa Konstruksi* tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi didukung oleh 2 (dua) kegiatan
yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
dengan total pagu sebesar Rp. 92.340.500 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun
2021 adalah sebesar Rp. 42.659.400 atau 46,20 % dari anggaran dan Kegiatan
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) dengan
total pagu sebesar Rp. 117.621.400 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2021
adalah sebesar Rp. 110.000.000 atau 93,52 % dari anggaran

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan

belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO Subkegiatan Rp AF\QI\IIEQIG‘LSF'{A‘ASJI\I
1 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Rp 42.659.400
Konstruksi
2 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Rp 110.000.000
Badan Usaha Jasa Konstruksi
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3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN
2021 DENGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang pada LKjIP Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Capaian
Indikator Sasaran dengan metode analisis perbandingan antara capaian rencana
(realisasi) dengan rencana capaian (target). Pada tahun 2021 dilakukan Perubahan
Renstra 2018-2023 dan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama
yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang relevan terhadap perkembangan
organisasi. Analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun
2019 dan 2020 dengan Tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020
dan Tahun 2019

Perbandingan Realisasi
SASARAN INDIKATOR KINERJA Kinerja
STRATEGIS UTAMA 2019 2020 2021
TIRITIR|[TIR
RENSTRA TAHUN 2018-2023

Persentase Jalan Kabupaten 71| 80| 74| 74| 78 | 65
Meningkatnya dalam kondisi baik
kualitas Jalan dan Persentase jembatan 49| 80| 52| 53] 45| 68
Jembatan Kabupaten | i ahpaten dalam kondisi

baik
Meningkatnya Persentase Penduduk yang 571806359 2 |16
Pelayanan Jaringan Mendapatkan Akses Air
Pengelolaan Air Bersih
Minum dan Air Persentase Penduduk yang 77180 79| 78| 2 |10
Limbah Mendapatkan Pengelolaan 8

Air Limbah
Meningkatkan Persentase sawah yang 40 | 80| 30| 31| 50 | 20
jaringan irigasi dan terlayani Jaringan Irigasi
bangunan air
Meningkatknya Persentase jaringan rawa 451 80| 30| 31
jaringan rawa dalam | dalam kondisi baik
kondisi baik/sedang
Meningkatnya Persentase Panjang Tebing 37| 80| 45| 42| 45 | 60
Ketahanan Tebing Sungai Bebas Rawan
Terhadap Resiko Bencana
Gerusan Air
Meningkatnya Persentase Kuantitas 29| 80| 36| 44| 28 | 12
Kuantitas Bangunan | Bangunan Gedung negara
Gedung negara dalam kondisi baik
dalam kondisi baik
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Meningkatkan Persentase jasa konstruksi 67 80| 70| 86| - -
kualitas jasa yang memenuhi standar
konstruksi
Meningkatkan Persentase bangunan dan 92 1 80| 40| 38| - -
pemanfaatan tata lahan yang sesuai dengan
ruang dengan RTRW
Mewujudkan Sarana | Persentase pembangunan 34| 80| 49| 80| - -
Dan Prasarana Dasar | draenase lingkungan
Permukiman Yang
Berkondisi Baik Persentase pembangunan 21 (80|34 97| - | -
infrastruktur Jalan
Lingkungan
PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023
Meningkatnya Persentase Jalan dalam - - - - | 78| 65
infrastruktur kondisi Mantap
transportasi
(jalan/jembatan) Persentase Jembatan dalam - | -] -] -]45]| 68
yang mantap kondisi Mantap
Meningkatnya Persentase infrastruktur - - - - | 50| 20
infrastruktur irigasi dalam
pemanfaatan sumber | kondisi baik
daya air
Meningkatnya Persentase infrastruktur - - - - | 45| 60
Infrastruktur penahan | penahan Daya Rusak Air
Daya Rusak Air yang berfungsi baik
Meningkatnya Prosentase infrastruktur dasar | - - - - 2116
infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum
(air minum dan air -
limbah) yang dapat Prosentase m_fras_truktur dasar | - - - - 2110
diakses oleh Pelayanan Air Limbah
masyarakat
Meningkatnya Persentase sarana dan - - - - | 53| 48
Sarana dan prasarana | prasarana publik dalam
publik dan aparatur | kondisi baik
sesuai standar Persentase sarana dan = = - - | 28] 12,
prasarana aparatur (bangunan 7
gedung) dalam kondisi baik
Meningkatnya Persentase kepemilikan aset - - - - | 60| 72
kepemilikan aset tanah pemerintah
tanah pemerintah dan .
pemanfaatan wilayah | Persentase wilayah _ - | -]-]-1]60]|60
yang sesuai dengan pembangunan yang sesuai
tata ruang de_ngan rencana tata ruang
wilayah
Meningkatnya Prosentasi SDM Jasa - - - - | 90| 59
kualitas Jasa Konstruksi yang bersertifikat
Konstruksi i
Prosentasi SDM Jasa - - - - | 90| 10
Konstruksi yang bersertifikat 0
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Meningkatnya Prosentasi peralatan - - - - | 90| 77
pemberdayaan konstruksi yang didaya
peralatan konstruksi | gunakan

Keterangan: T= Target; R=Realisasi

2.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN
TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Analisis capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
LKjIP Tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan capaian indikator sasaran
dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan
rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja

Utama Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target
Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja
INDIKATOR TARGET 2021
SASARAN KINERJA JANGKA
MENENGAH TARGET | REALISASI
Persentase Jalan 76 78 65
) Kabupaten dalam
Meningkatnya kondisi baik (%)
_kualltas Jalan dan Persentase 55 45 68
jembatan .
Kabupaten jembatan Kgpupgten
dalam kondisi baik
(%)
Persentase 69 2 1,62
Penduduk yang
Meningkatnya Mendapatkan Akses
Pelayanan Jaringan | Air Bersih (%)
Pengelolaan Air Persentase 81 2 1,08
Minum dan Air Penduduk yang
Limbah Mendapatkan
Pengelolaan Air
Limbah (%)
Meningkatkan Persentase 89 60 60
pemanfaatan tata bangunan dan lahan
ruang yang sesuai dengan
dengan RTRW (%)
Meningkatkan Persentase sawah 69 50 20,01
jaringan irigasi dan yang terlayani
bangunan air Jaringan Irigasi (%)
Meningkatnya Persentase Panjang 50 45 60
Ketahanan Tebing Tebing Sungai
Terhadap Resiko Bebas Rawan
Gerusan Air Bencana (%)
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Dari tabel tersebut diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (lima)
sasaran dengan indikator kinerja utama sebanyak 7 (tujuh), realisasi target kinerja
tahun 2021 belum mencapai target jangka menengah yakni 100%. Hal ini
menunjukan bahwa capaian seluruh program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang tahun 2020 belum mencapai target jangka menengah.

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA
SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun
2020 hasil capaian 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan
secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan. Berbagai pencapaian target
indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin ini
merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan
yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua
komponen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin. Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021 penyebab
masalah kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai
berikut:
1. Masih banyak kegiatan yang dilakukan pada ahir tahun yang
merupakan musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Solusinya

yaitu Pelaksanaan di lakukan pada saat sudah tidak musim hujan.

2. Ada beberapa jembatan yang seharusnya memerlukan rehab namun

masih terkendala pagu anggaran

3. Ada beberapa drainase yang tidak berfungsi optimal karena adanya
pendangkalan, Solusinya yaitu dengan sosialisasi dan himbauan pada

masyarakat untuk lebih perduli pada lingkungan

4. Keterbatasan anggaran yang bisa dilakukan untuk melakukan
pembangunan. Solusinya yaitu membuat skala prioritas pembangunan

yang dilakukan.
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5. Tidak semua lokasi yang memerlukan air bersih terdapat sumber air
yang memenuhi syarat untuk dilakukan pengeboran, Solusinya yaitu
membangun pada lokasi yang secara debit air maupun kualitas airnya

memenubhi syarat.
3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi fokus Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangsebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan
Kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, dibantu juga dengan adanya aplikasi berbasis web seperti e-office guna
menunjang peningkatan kinerja. Adapun kendala kekuarangan personel pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diatasi dengan rekrutmen tenaga
kontrak yang mampu membantu tugas-tugas dan kegiatan yang ada pada masing-
masing bidang.

b. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian
Kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dirasa sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam
melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Hal ini berbanding
lurus dengan tersedianya anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana
dan prasarana tersebut.

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan pagu anggaran yang ada pada DPA Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 sebesar Rp. 489.403.968.256,-
dan terserap sebesar Rp. 75.062.393.856,- (15,34%), sehingga terdapat efisiensi
dalam serapannya sebesar Rp. 414.341.574.400,- atau 74,46%. Hal ini

menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak lagi menjadi tolak ukur
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keberhasilan atas kinerja Perangkat Daerah. Kinerja yang dihasilkan merupakan
tolak ukur dari keberhasilan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
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BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban
tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Laporan
ini disajikan setelah mendapatkan Reviu atau Laporan Hasil Evaluasi atas
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020 dari Inspektorat
Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2021. Laporan ini
bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah
dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja
organisasi.

Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tapin menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 12 (dua belas) indikator
kinerja utama sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Perubahan 2018-2023
dan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum
Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik
atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara
membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir
Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interprestasi atas
pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran

ordinal sebagai berikut:

No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Baik Sekali (BS)
2 Lebih dari 75% s.d 100% Baik (B)

3 55% s.d 75% Cukup (C)
4 Kurang dari 55 % Kurang (K)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Tapin Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% atau

Baik Sekali sebanyak 7 IKU.
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2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja 100% atau

dengan kategori capaian Baik (B) sebanyak 1 IKU.

3. Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah sebesar
79,82 %.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap
beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun
Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi,
kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua
pihak.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan
dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun
pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

membangun Kabupaten Tapin.

KEPALA DINAS = PEKERJAAN
PENATAAN RUANG

DINAY /.
PEKERJAAN UMM/ |
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